BAB IV
PENUTUP

4.1.  Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka

dapat diambil simpulan sebagai berikut:

4.1.1

Pengaturan  hukum  terhadap pelaku  cyberbullying  yang
mengakibatkan kematian, terdiri dari:

KUHP (Pasal 310,Pasal 311,Pasal 315,Pasal 317,Pasal 282,Pasal
318,Pasal 335,Pasal 336,Pasal 368,Pasal 369,Pasal 338,Pasal
340,Pasal 345).

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Perlindungan Anak (Pasal 4,Pasal 13 ayat (1) ,Pasal 17)
dan Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Pasal 9,Pasal 23 ayat (2),Pasal 29,Pasal 30,Pasal 41 ayat (2) dan
Universal Declaration Of Human Rights,Konvensi Hak-Hak Sipil
Politik dan Hak-Hak Ekonomi Budaya.

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Pasal 36 ayat
(5),(6),Pasal 48 ayat (4).

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Pasal 1,Pasal
29,Pasal 35,Pasal 36,dan Pasal 37).

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.19 Tahun
2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tanggung Jawab pidana terhadap pelaku cyberbullying yang
mengakibatkan kematian dapat dikenakan ancaman pidana
bedasarkan Pasal 27 ayat (1) , (3), (4) UU ITE, Pasal 28 ayat (2) ,
Pasal 29 UU ITE, Pasal 45A dan Pasal 45B UU ITE 2016 sebagai
peraturan  yang Dbersifat khusus. Namun tidak terdapat
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pasal mana yang lebih dapat memberatkan pelaku apabila pelaku
dalam perbuatannya telah mengakibatkan kematian.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

4.2.1 Dalam hal peningkatan supremasi hukum, maka RKUHP hendaknya
mengatur pula perbuatan cyberbullying. Perlu adanya aturan tersendiri
yang memuat cyberbullying. Sehingga tidak terdapat kekosongan
dalam pengaturan hukum mengenai aturan yang dapat menjerat
pelaku cyberbullying yang mengakibatkan kematian seseorang,karena
dalam hal ini pelaku sama saja sudah melakukan sebuah tindak pidana
pembunuhan.

4.2.2 Dalam hal ini perlu adanya ancaman pidana dalam undang-undang
yang terkait dengan cyberbullying, dimana ancaman pidana yang
lebih berat sebagai salah satu bentuk upaya prevensi pemerintah
dalam penanggulangan cyberbullying.



